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BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

1.

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun
2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten  Banggai Kepulauan Tahun 2015, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2015, sebagai landasan operasional pelaksanaaan APBD
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2015;

Undang — Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3688);

Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai
Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai
Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
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10.

11.

12.

13.

Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3966);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjamam Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, sebagaiman
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
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Menetapkan

25.

(APBD) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor

Tahun 2015 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten
Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN

BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 terdiri dari :

1. Pendapatan

a.
b.
C.

2. Belanja

Pendapatan Asli Daerah
Dana Perimbangan
Lain — lain Pendapatan yang sah

Jumlah Pendapatan

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai
Bunga

Subsidi

Hibah

Bantuan Sosial
Belanja Bagi Hasil
Bantuan Keuangan
Belanja Tidak Terduga

Jumlah Belanja Tidak Langsung

b. Belanja Langsung

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

Jumlah Belanja Langsung

Jumlah Belanja

Surplus / ( Defisit )

Rp. 17.000.000.000,00
Rp. 510.135.800.600,00
Rp. 67.847.145.000,00

Rp. 594.982.945.600,00

Rp. 236.356.519.870,00
Rp. -

Rp. -
Rp. 7.394.952.800,00
Rp. 580.500.000,00
Rp. 333.650.000,00
Rp. 60.152.586.600,00
Rp. 2.169.331.600,00

Rp. 306.987.540.870,00

Rp. 32.667.471.450,00
Rp. 123.785.086.018,00
Rp. 213.272.029.782,00

Rp. 369.724.587.250,00
Rp. 676.712.128.120,00

(Rp. 81.729.182.520,00)



3.

PEMBIAYAAN

a. Penerimaan Rp. 84.429.182.520,00

b. Pengeluaran (Rp. 2.700.000.000,00)

Jumlah pembiayaan Netto Rp. 81.729.182.520,00

Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00
Pasal 2

Penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci
lebih lanjut pada lampiran II peraturan bupati ini.

Pasal 3

Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah yang diterima dan
daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial yang
diterima tercantum dalam lampiran III dan lampiran IV yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

Pasal 4

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyiapkan dana untuk

keadaan darurat.

Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran

yang belum tersedia anggarannya dalam APBD yang yang selanjutnya

diusulkan dalam Perubahan APBD.

Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-

kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas Pemerintah Daerah dan
tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;dan

d. memiliki dampak signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan
yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi :

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya
belum tersedia atau tidak cukup tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. program dan kegiatan DAK dan/atau spesifik grant lainnya yang
bersumber dari transfer ke daerah dalam APBN;

c. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Pasal 5

Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana

dimaksud pada pasal 4 ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menggunakan

belanja tidak terduga.

Kriteria belanja tidak terduga untuk keadaan darurat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. bencana alam;

b. bencana sosial seperti wabah penyakit menular/pandemi;

c. penanganan kerusuhan diluar kemampuan kendali pemerintah daerah
yang dapat mengancam stabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk membiayai kriteria

belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan cara



a. menggunakan dana dari hasil penjadualan ulang capaian target kinerja
program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan;
b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pasal 6

(1) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2)
dapat dilakukan dengan menggunakan belanja tidak terduga secara
langsung dan atau melakukan pergeseran dari belanja tidak terduga
menjadi belanja langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada SKPD
teknis;

(2) Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga secara langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dengan
keputusan Bupati,

(3) Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga dengan cara melakukan
pergeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang
berbentuk program dan kegiatan pada SKPD teknis, terlebih dahulu
ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan merubah Peraturan Bupati
tentang Penjabaran APBD;

(4) Pelaksanaan penanganan keadaan darurat yang dilakukan sebelum
perubahan APBD, diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD dan
dituangkan dalam DPPA SKPD, sedangkan bila dilakukan setelah
Perubahan APBD disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 7

Lampiran sebagaimana  tersebut dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 13 Maret 2015

BUPATI BANGGAI PULAUAN,

é

L LAOSA

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 16 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

Yol

SUDIRMAN SALOTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2015
NOMOR 3
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